








 Setelah melakukan analisis dan pembahasan mengenai pengendalian internal 
pada prosedur pemberian kredit BPRIN, dapat ditarik simpulan bahwa 
pengendalian internal pada BPRIN masih memiliki kelemahan. Hal itu dapat 
dilihat dari hasil analisis dan evaluasi pada penelitian ini yaitu: 
1. Gaya operasi manajemen yang terlalu berpacu pada hasil tetapi tidak 
melakukan penekanan terhadap rasio kredit bermasalah yang mengakibatkan 
Account Officer terus mencari debitur bagi perusahaan tetapi tidak terlalu peduli 
mengenai informasi debitur. 
2. Otorisasi transaksi pada aktivitas pemberian kredit tidak dilakukan dengan baik 
oleh komite kredit karena komite kredit menyerahkan sepenuhya informasi 
mengenai debitur kepada Account Officer. 
3. Proses pemantauan yang dilakukan oleh Account Officer tidak dilakukan sesuai 
dengan kebijakan perusahaan yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali karena waktu yang 
terbatas dan alamat rumah debitur yang jauh. 
4. Proses pemantauan terhadap kelengkapan dokumen juga memiliki kekurangan 
yang disebabkan oleh admin kredit dan kepala operasional tidak memeriksa 
dengan benar kelengkapan dokumen yang dibawa oleh debitur saat pencairan 
kredit karena proses pengecekkan dilakukan secara cepat sehingga kekurangan 




 Keterbatasan pada penelitian ini adalah peneliti tidak dapat menyertakan 







 Saran dari masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1) Account Officer harus mengurangi pemberian kredit terhadap calon debitur 
yang masih memiliki kolektibilitas di bank lain agar rasio kredit bermasalah 
yang ada pada perusahaan tidak mencapai angka yang melebihi standar yang 
sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
2) Komite Kredit harus menilai dan mengkaji lebih lanjut mengenai informasi 
debitur yang diajukan oleh Account Officer. Komite kredit dapat melakukan 
wawancara terhadap Account Officer mengenai kondisi debitur yang 
sebenarnya sehingga komite kredit dapat memikirkan dengan matang untuk 
melakukan otorisasi pemberian kredit terhadap calon debitur.  
3) Harus dilakukan pengawasan yang cukup tinggi terhadap bagian administrasi 
kredit dan kepala operasional agar tidak terjadi pencairan kredit dengan 
dokumen yang masih belum lengkap. 
4) Account Officer dapat membuat laporan kunjungan debitur yang setiap 
harinya dilaporkan kepada manajemen perusahaan agar perusahaan 
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